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LAMPIRAN 

1. Penyerahan Sertipikat PTSL kepada warga Kota Jakarta Selatan. 

gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, 2023 

2. Dokumen pendaftaran Tanah Pertama kali ( Kluster 1 ). 

gambar 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, 

2023 

 



 

3. Peta Bidang Tanah dalam PTSL 

Sumber : Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, 2023 

4. Tanda terima Pendaftaran Tanah Pertama kali Konversi Hak melalui 

PTSL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, 2023 

 


